BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

Menimbang

Mengingat

w

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
52/PUU-IX/2011, kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan, mengacu kepada Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tersebut sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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13.

Undane-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tcmarllg
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Taimnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4966);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi  Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonps?a
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5243);

- Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
3293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145)

y

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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4. Peraturan  Presiden  Nomor 87  Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199)

’

15. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan — Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Kudus Nomor 99y,

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011

fa—

wentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 143);
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- Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017
tentang - Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menetapkan

dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

© PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
tontonan film;

pagelaran kesenian, musik, tari, dan /atau busana;
kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
pameran;

sirkus, akrobat, dan sulap;
permainan bilyar dan bowling;

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan;

panti pijat dan mandi uap/spa;

refleksi dan pusat kebugaran (fitness centen): dan
pertandingan olah raga.
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2. Ketentuan Pasal 6 diubah, schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Tarif Pajak ditctapkan sebagai berikut:

a. tontonan film, sebesar 10v, {(sepuluh persen);
b. pagelaran kesenian, musik, tari,
sebesar 20% (dua puluh perseny);
kontes kecantikan, binaraga, dan scjcnisnya, sebesar 20%
(dua puluh persen);

pameran, sebesar 20 % (dua puluh persen):;

¢. sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 20% (dua puluh

dan/atau busana,

persen);

f. permainan bilyar dan bowling, sebesar 10% (sepuluh
persen);

g pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan
ketangkasan, sebesar 15 % (lma belas persen);

h.

panti pijat dan mandi uap/spa, sebesar 40% (empat puluh
persen)

refleksi dan pusat kebugaran (fitness center), sebesar 35%
(tiga puluh lima persen), dan
J- pertandingan olah raga, sebesar 10 % (sepuluh persen).

G

3. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 passnier 29193

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

27 Degenatier 2619

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

el
SAM’ANI INTAKORIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2819 NOMOR 7.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (7-405/2019).
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

1. UMUM

- Bahwa b'erdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-
IX/2011, kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Nomor
IQ ; ’ s . .

265 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah bertentangan

dengan UI}(ﬂ_@g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

) Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupatcn
Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, mengacu kepada Pasal 42
avat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah tersebut sehingga perlu diubah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR

no

N

—
°

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.01.29
13:17:48 +07'00'
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